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Abstrak

Ujaran kebencian merupakan salah satu materi yang dibahas dalam perubahan
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Realitanya, pada awal tahun
2023 pemerintah telah menemukan hampir 3 juta konten negatif di media sosial
yang di antaranya adalah konten ujaran kebencian. Ujaran kebencian akan menjadi
tantangan pada tahun politik 2024. Tulisan ini membahas ujaran kebencian dalam
perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada Pemilu 2019 lalu, ujaran kebencian
banyak disebarluaskan melalui media sosial. Perlu diwaspadai adanya ujaran
kebencian yang mengarah pada intoleransi dalam penyelenggaraan pemilu, yang
berpotensi terjadinya konflik dalam masyarakat. Pengaturan ujaran kebencian
harus dipastikan sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi di tanah
air serta tidak menghalangi kerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Komisi I DPR RI perlu mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan
mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi
terutama menjelang Pemilu 2024.

elektronik. Koalisi Serius Revisi UU
ITE merekomendasikan, cukup

mengadopsi ketentuan dalam UU
No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Pendahuluan

Komisi I DPR RI pada
Rapat Dengar Pendapat Umum
Pembahasan RUU tentang

Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) tanggal 25
Maret 2023, mengundang beberapa
pemangku  kepentingan terkait.
Salah satu pasal yang dibahas adalah
pasal ujaran kebencian dalam media

Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP Baru) saja (Koalisi Serius
Revisi UU ITE, 25 Maret 2023).
Sementara itu, Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) menilai Pasal 23
ayat (3) UU ITE banyak digunakan
sebagai instrumen balas dendam
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atau membungkam jurnalis dan
narasumber. Pasal ini menghalangi
ekspresi sah yang dikeluarkan atas
kepentingan umum (AJI, 25 Maret
2023).

Menteri Komunikasi dan
Informatika, Johnny G Plate
menjelaskan materi dalam perubahan
kedua terhadap UU ITE telah
diharmonisasi dengan KUHP baru
(kompas.id, 13 Februari 2023). Juru
bicara Fraksi Partai Golkar, Dave
Laksono pada Pandangan Fraksi-
Fraksi terhadap RUU ITE menyatakan,
di Indonesia masih merebak ujaran
kebencian dan masih ada “pasal
karet” yang belum ada kepastian
hukum. Sedangkan juru bicara
Fraksi PAN, Farah Puteri Nabhlia,
menekankan ~ pemberian  jaminan
kebebasan berpendapat harus
disesuaikan dengan aturan untuk
tidak memberikan ujaran kebencian
(Sekretariat Komisi I, 10 April 2023).
Ujaran kebencian masih terus terjadi
dan tantangannya di tahun politik
2024. Pengaturan ujaran kebencian
perlu dipastikan sesuai perkembangan
kehidupan demokrasi. Tulisan
ini membahas ujaran kebencian
dalam perkembangan demokrasi di
Indonesia.

Identifikasi Ujaran Kebencian
Ujaran kebencian bisa berarti
tindakan komunikasi yang dilakukan
oleh suatu individu atau kelompok
dalam bentuk provokasi, hasutan,
ataupun hinaan kepada individu atau
kelompok yang lain. Ujaran kebencian
biasanya menyangkut aspek ras,
warna kulit, gender, cacat, orientasi
seksual, kewarganegaraan, agama,
dan lain-lain. Ujaran kebencian dapat
berupa  penghinaan, pencemaran
nama baik, penistaan, perbuatan
tidak  menyenangkan,  provokasi,

menghasut, dan menyebarkan berita
bohong (indonesiabaik.id, 7 Juni 2017).

Perwakilan dari Asia Pacific
Centre for The Responsibility to Protect
(APR2P), Kirril Shields menjelaskan
cara mengidentifikasi apakah suatu
ekspresi adalah wujaran kebencian
atau bukan, salah satunya dilihat
dari korban yang dituju dari ujaran
kebencian tersebut. Ekspresi itu
menyerang aspek kewarganegaraan,
ras, agama, etnis, warna kulit, gender,
dan bahasa seseorang (CSIS dan
APPAP, 1-3 Maret 2023).

Kantor Komisaris Tinggi BB
untuk HAM (Office of the High
Commissioner for Human Rights atau
OHCHR) menyarankan tiga klasifikasi
ujaran kebencian, yaitu penyampaian
pendapat yang harus diancam pidana;
penyampaian pendapat yang dapat
diancam dengan sanksi administrasi
atau digugat secara perdata; dan
penyampaian pendapat yang tidak
dapat diancam sanksi apapun namun
dapat ditangani dengan pendekatan
lainnya melalui kebijakan pemerintah
(thecoversation.com, 12 Maret 2021).

Sementara itu, pemberitaan
di internet yang dilakukan institusi
pers tidak termasuk dalam kategori
ujaran kebencian. Karya tersebut
merupakan kerja jurnalistik yang
sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999
tentang Pers, sedangkan pemberitaan
di internet diberlakukan mekanisme
sesuai dengan UU Pers sebagai lex
specialis. Penyebaran konten ujaran
kebencian berpotensi memunculkan
kekerasan fisik dan konflik sosial.
Terlepas dari meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap dampak yang
merugikan akibat ujaran kebencian di
media sosial, hanya sedikit konsensus
yang memusatkan perhatian pada
pendekatan untuk menguranginya.



Perkembangan Demokrasi

Kebebasan berpendapat dan
berekspresi memang menjadi ciri
negara demokratis termasuk juga
menjadi hak setiap warga negara,
namun bila dilakukan sebagai ujaran
kebencian tentunya akan terkena
sanksi  pidana. Artinya, ujaran
kebencian bisa menjadi tantangan
besar di negara demokratis, termasuk
juga di Indonesia. Setiap orang
memiliki hak untuk berkomunikasi,
memperoleh informasi, mengolah
dan menyampaikan informasi
sebagaimana dijamin dalam
UUD 1945, namun tidak untuk
disalahgunakan dengan memproduksi
dan mendistribusikan ujaran
kebencian. Untuk itu, di dalam
regulasinya perlu secara cermat
memasukan identifikasi apa saja yang
masuk Kkategori ujaran kebencian,
bagaimana cara mendistribusikannya,
dan apa dampaknya. Perlu juga
dicantumkan pengecualian untuk
aktivitas yang tidak masuk kategori
ujaran kebencian walau dilakukan
melalui media elektronik.

Realitanya, sejak tahun 2018-
2021 ada 3.640 konten digital
yang dilakukan pemutusan akses
(takedown) oleh  Kemenkominfo
karena ~ menimbulkan  kebencian
atau permusuhan berdasarkan
SARA (islamdigest.republika.co.id,
22 September 2022). Sementara itu,
hingga Februari 2022 Polri telah
mengajukan  1.042 akun media
sosial untuk diberikan peringatan
karena diduga menyebarkan
konten bermuatan ujaran kebencian
berdasarkan SARA (nasional kompas.
com, 10 Februari 2022). Selanjutnya,
sampai dengan  Februari 2023,
Kemenkominfo telah menemukan
hampir 3 juta konten negatif, yang di
antaranya merupakan konten ujaran

kebencian (nasional.sindonews.com, 4
Februari 2023).

Sampai saat ini, ujaran
kebencian masih marak di media
sosial. Pemerintah juga telah berusaha
memblokir konten yang mengandung
ujaran kebencian. Merujuk pada
identifikasi ujaran kebencian, maka
wujudnya  berupa penghinaan,
pencemaran nama baik, penistaan,
provokasi, dan menghasut yang
berpotensi menciptakan konflik di
masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI, Andi
Widjajanto menyebutkan ada tiga
tantangan terbesar dalam eskalasi
politik Indonesia di tahun 2023—
2024, antara lain, politik identitas,
misinformasi, dan ujaran kebencian
(lemhanas.go.id, 21 Desember 2022).
Pada penyelenggaraan pilkada dan
pemilu di tahun 2019, ujaran kebencian
banyak  disebarluaskan  melalui
media sosial. Data Kemenkominfo
menyebutkan hoax, kabar bohong,
dan wujaran kebencian meningkat
hingga mencapai 501 item pada April
2019, yang didominasi berita yang
menyerang pasangan calon presiden
dan wakil presiden, parpol, KPU, dan
Bawaslu (kominfo.go.id, 2 Desember
2019).

Upaya mengatasi ujaran
kebencian menjadi potensi konflik
di masyarakat, sebagaimana

dikemukakan Cherian George dalam
bukunya Hate Spin: The Manufacture
of Religious Offense and Its Threat to
Democracy, perlunya mencari alternatif
dalam melawan ujaran kebencian.
Politisi, masyarakat sipil, dan media
berperan lebih banyak dengan
cara-cara yang lebih kreatif dalam
menyebarluaskan konten di media
sosial. Perlu diwaspadai bila ujaran
kebencian yang mengarah pada
intoleransi dan dimanfaatkan dalam
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sejumlah pemilu (paramadina-pusad.
or.id, 8 Mei 2018).

Mengantisipasi tahun politik
2024, perlu diapresiasi  upaya
pemerintah mencanangkan “Gerakan
Nasional Literasi Digital” (GNLD)
Siberkreasi dengan melakukan
kolaborasi dan  mencanangkan
program “Indonesia Makin Cakap
Digital”. Program ini didasarkan pada
empat pilar utama literasi digital yakni
Kemampuan Digital, Etika Digital,
Budaya Digital, dan Keamanan Digital.
Harapannya, tahun politik 2024 kita
mampu  membangun  komunitas
yang mengedepankan persatuan dan
kesatuan.

Penutup

Hingga saat ini ujaran kebencian
masih  marak  diproduksi dan
disebarluaskan melalui media sosial.
Ujaran kebencian menjadi tantangan
di tahun politik 2024. Terlebih bila
ujaran kebencian tersebut mengarah
pada intoleransi dan dimanfaatkan
dalam Pemilu 2024, sehingga perlu
diwaspadai. Untuk itu pengaturan
ujaran kebencian harus dipastikan
sesuai dengan perkembangan
kehidupan demokrasi di tanah air serta
tidak menghalangi kerja pers dalam
menjalankan  tugas  jurnalistiknya.
Regulasinya perlu cermat memasukan
identifikasi apa saja yang masuk
kategori ujaran kebencian, distribudi
dan dampak yang dihasilkan, serta
pengecualian atas ujaran kebencian.

Komisi I DPR RI pada
pembahasan RUU Perubahan UU ITE
dapat memutuskan ruang lingkup
ujaran kebencian secara lebih spesifik
dengan memperhatikan identifikasi
dan tren wujaran kebencian pada
tahun pemilu, serta melakukan
harmonisasi dengan peraturan
perundangan lainnya. Melalui fungsi

pengawasan, Komisi I DPR RI perlu
mengawasi  kebijakan  pemerintah
dalam mengatasi dan mengantisipasi
meningkatnya ujaran kebencian yang
mengarah pada intoleransi terutama
menjelang Pemilu 2024
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